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BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
Nomor : Kpts. 339 /x\ /HK-2020

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAN FASILITATOR FORUM ANAK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
PERIODE 2021-2023

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 15
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Forum Anak, Bupati merupakan
pembina di tingkat kabupaten dan penetapan
kepengurusan forum anak melalui surat keputusan
pembina;

b. bahwa menindaklanjuti Berita Acara Nomor :
9/FA-INHIL/X1/2020 tentang Pemilihan dan Penetapan
Pengurus Forum Anak Kabupaten Indragiri Hilir Periode
2021-2023

| C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

: dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Keputusan Bupati Indragiri Hilir tentang Pembentukan
Forum Anak dan Fasilitator Forum Anak Kabupaten
Indragiri Hilir Periode 2021-2023.
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Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orglo‘is
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 -4
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repub

Indonesia Nomor 4720);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5061);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan
Lembara Negara Republik Indoesia Nomor 5882);

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak De lam
Pembanguan (Berita Negara Republik Indonesia r%
2011 Nomor 60); -
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